BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini,
sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/58uu069.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/09uu028.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/15uu009.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/15uu009.pdf
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Menetapkan

dan
BUPATI BADUNG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Nomor 20), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka S5 Pasal 1 diubah,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Badung.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan
Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud
didalam peraturan perundang-undangan dibidang
mineral dan batubara

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kelender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditentukan oleh Bupati.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
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17.

18.

19.

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah ©pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok
Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah serta menemukan
tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil
pengambilan dengan nilai patokan masing-
masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah harga standar mineral bukan logam dan
batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah,
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14
Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah,

Bendahara Penerima Badan Pendapatan atau
tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
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(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara
Penerima Badan Pendapatan, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(3) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan SSPD dan dicatat dalam
buku penerimaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi,
ukuran SSPD dan buku penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BADUNG,
TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
TTD
I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(14,88 /2018)

http://jdih.badungkab.go.id




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
NIP. 19710901 199803 1 009
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Lampirannya
mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan dalam pengaturan besarannya nilai atau
harga standar dalam penentuan pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka
pemerintah daerah Kabupaten Badung perlu melakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, agar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan harga “Patokan” adalah
harga yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai
kewenangannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13.
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